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NOMOR 24/PER-DJPDSPKP/2017
TENTANG
PEMERINGKATAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
72 /PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang
Pemeringkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk
Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
72/PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2155);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PEMERINGKATAN SERTIFIKAT KELAYAKAN
PENGOLAHAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip
dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higiene, seleksi
bahan baku, dan teknik pengolahan.

2. Unit Pengolahan lkan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat
dan fasilitas untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan.

3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP,
adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap
UPI yang telah menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (Good
Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi
standar sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure).



Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices), yang
selanjutnya disingkat GMP, adalah pedoman dan tata cara pengolahan
ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan.

Prosedur Operasi Standar Sanitasi (Sanitation Standard Operating
Procedure) yang selanjutnya disingkat SSOP, adalah pedoman dan tata
cara penerapan sanitasi yang baik untuk memenuhi persyaratan
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas
teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan
perikanan.

Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk
mengatur tata cara pemeringkatan SKP yang diterbitkan pada UPI sebagai
pedoman bagi Pembina Mutu.

(1)

(2)

Pasal 3

Pembina Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
tugas:

a. melaksanakan bimbingan teknis penerapan persyaratan kelayakan
pengolahan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan kepada pelaku usaha;

b. melakukan verifikasi lapangan,;

c. melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan kelayakan
pengolahan;

d. memberikan saran perbaikan;
e. melakukan evaluasi hasil tindakan perbaikan;

f. melakukan pendampingan atau asistensi dan pelatihan dalam
menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

g. menginformasikan masa berlaku SKP kepada pelaku usaha
industri pengolahan ikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhir masa berlaku sertifikat Kelayakan Pengolahan; dan

h. membuat laporan hasil pembinaan mutu.
Pembina Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pembina Mutu Pusat;

b. Pembina Mutu Daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

BAB 1I
PEMERINGKATAN SKP
Pasal 4

Pemeringkatan SKP yang diterbitkan pada UPI diklasifikasikan
menjadi 3 kategori terdiri dari:

a. SKPA;
b. SKP B; dan
c. SKPC.

Pemeringkatan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pembina Mutu Daerah sebagai hasil verifikasi lapangan.

Pembina Mutu Daerah menyampaikan hasil verifikasi lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi kelayakan
pengolahan kepada Kepala Dinas.

Kepala Dinas menyampaikan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaku Usaha UPI
dengan tembusan Direktur Jenderal beserta lampiran hasil verifikasi
lapangan.

Dalam  hal ditemukan  ketidaksesuaian dalam  penilaian
pemeringkatan SKP pada rekomendasi kelayakan pengolahan
sebagaimana ayat (4), Pembina Mutu Pusat melakukan verifikasi
lapangan.

Berdasarkan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Pembina Mutu Pusat melakukan pebaikan terhadap
pemeringkatan SKP dalam rangka penerbitan SKP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan SKP tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Pemeringkatan SKP sebagaimana dalam Pasal 4, ayat (1) didasarkan
atas perhitungan terhadap jumlah penyimpangan dengan nilai kritis,
serius, mayor dan minor yang ditemukan di UPI dengan penilaian
pemeringkatan yang terdiri dari:

a. Peringkat A dengan kategori nilai Baik Sekali;
b. Peringkat B dengan kategori nilai Baik; dan
c. Peringkat C dengan kategori nilai Cukup.

Penyimpangan nilai kritis, serius, mayor dan minor sebagaimana ayat
(1) didasarkan pada temuan ketidaksesuaian aspek teknis GMP dan
SSOP pada UPI .

Aspek Teknis GMP pada UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. seleksi Bahan Baku;
b. penanganan dan pengolahan;

c. penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong,
dan bahan kimia;



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

d. pengemasan; dan

€. penyimpanan.

Aspek teknis SSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. keamanan air dan es;

b. kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan

pangan;
c. pencegahan kontaminasi silang;
d. menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet;
e. proteksi dari bahan-bahan kontaminan;
f. pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang
benar;
g. pengawasan kondisi kesehatan personil; dan

h. pengendalian binatang pengganggu.

Pasal 6

Kritis sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan
penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan
segera mempengaruhi keamanan hasil perikanan.

Serius sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan
penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat
mempengaruhi keamanan hasil perikanan.

Mayor sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan
penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi
mempunyai potensi mempengaruhi keamanan hasil perikanan.

Minor sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan
penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau
dibiarkan secara terus-menerus akan berpotensi mempengaruhi
mutu.

Pasal 7

Penilaian UPI dengan Peringkat A sebagai dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a mempunyai kriteria yaitu:

a. tidak ditemukan penyimpangan kritis (kritis = 0);

b. tidak ditemukan penyimpangan serius (serius = 0);

c. penyimpangan mayor paling banyak 5 (mayor = O — 5); dan
d. penyimpangan minor paling banyak 6 (minor = 0 — 6).

Penilaian UPI dengan Peringkat B sebagai dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b mempunyai kriteria yaitu:

a. tidak ditemukan penyimpangan kritis (kritis = O);

b. penyimpangan serius paling banyak 2 (serius = 1 - 2);

c. penyimpangan mayor paling banyak 10 (mayor = 6 — 10);
d. penyimpangan minor lebih dari 7 (minor = 7); dan

jumlah penyimpangan mayor dan minor maksimal 10.

®
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Penilaian UPI dengan Peringkat C sebagai dimaksud pada ayat 2)
huruf v mempunyai kriteria yaitu:

a. tidak ditemukan penyimpangan kritis (kritis = 0);

b. penyimpangan serius maksimal 4 (serius = 3 - 4);

c. penyimpangan mayor lebih dari 11 (mayor = 11); dan

d. penyimpangan minor lebih dari jumlah penyimpangan mayor.

Apabila dalam penilaian UPI terdapat temuan 1 (satu) penyimpangan
kritis dan penyimpangan serius lebih dari 5, UPI dinyatakan
mendapat status tidak layak atau gagal mendapatkan SKP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian UPI tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal ini

BAB III
PEMBINAAN
Pasal 8

Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota, atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada
pembina mutu dan Pelaku Usaha UPI dalam menerapkan GMP dan
memenuhi persyaratan SSOP dalam rangka sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, dan
peningkatan peran serta masyarakat terhadap pemenuhan kesesuaian
kelayakan pengolahan, serta sistem jaminan mutu oleh pelaku usaha
dengan standar dan peraturan yang berlaku dalam rangka memberikan
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Direktur Jenderal dalam melakukan pembinaan kepada pembina mutu dan
Pelaku Usaha UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
lembaga yang menangani pembinaan dan pengujian mutu

Pasal 9

Terhadap SKP dengan peringkat A, dilakukan pembinaan kembali
oleh pembina mutu daerah paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pada saat perpanjangan SKP.

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berupa rekomendasi kelayakan pengolahan.

Pasal 10

Terhadap SKP dengan peringkat B, dilakukan pembinaan kembali
oleh pembina mutu daerah paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
laporan pembinaan kepada Kepala Dinas.



Pasal 11

(1) Terhadap SKP dengan peringkat B, dilakukan pembinaan kembali
oleh pembina mutu daerah paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun

(2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
laporan pembinaan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12
Dalam hal UPI yang gagal atau tidak layak mendapatkan SKP, pembina

mutu harus melakukan pembinaan secara efektif dan berkala.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Ttd
NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala:Bagian i—iu\kum, Kerja Sama,
-/—_dan Haias
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Lampiran I : Peraturan  Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan Nomor
24 /PER-DJPDSPKP/2017
tentang Pemeringkatan Sertifikat

Kelayakan Pengolahan

PEDOMAN PEMERINGKATAN
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

A. Pemeringkatan SKP yang dilakukan oleh Pembina Mutu:

1.

4.

Untuk menentukan pemeringkatan SKP, Pembina Mutu Daerah
menggunakan kuisioner supervisi SKP yang didalamnya terdapat
checklist GMP dan SSOP yang digunakan untuk menilai
penyimpangan nilai kritis, serius, mayor dan minor;

Dalam pengisian kuisioner supervisi SKP, maka Pembina Mutu
Daerah terlebih dahulu menentukan skala usaha pada UPI (UPI
skala menengah besar atau UPI skala mikro kecil);

Selanjutnya, Pembina Mutu Daerah mempertimbangkan pula jenis
penanganan dan pengolahan ikan yang dilakukan UPI, sehingga
aspek GMP dan SSOP yang dibina dan dinilai akan menyesuaikan
dengan alur prosesnya, dan fasilitas sarana prasarana yang
digunakan UPI;

Jenis penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana poin (3) terdiri
dari:

a. penggaraman dan/atau pengeringan Ikan;

b. pemindangan Ikan;

c. pengasapan dan/atau pemanggangan Ikan;
d. peragian dan/atau fermentasi Ikan;

e. pengalengan Ikan;

f. pengekstraksian dan/atau pereduksian Ikan;
g. pembekuan Ikan;

h. pendinginan Ikan;

—

pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi;
dan/atau

j- pengolahan kerupuk Ikan.

Selain jenis penanganan dan pengolahan ikan pada poin (4), maka

terdapat pula unit sebagai berikut:



10.

11.

12.

a. Unit Penanganan Rumput Laut Kering Kering (UPRLK);

b. Unit Penanganan Ikan Hidup (UPIH);

c. Unit Gudang Penyimpanan Ikan (UGPI) atau gudang beku
importir, eksportir, dan dalam negeri;

d. Kapal Pengolahan Ikan (KPI); dan

e. Non UPI

Semua isian kuisioner khususnya checklist GMP dan SSOP, harus

diisi oleh pembina mutu sesuai kondisi terkini UPI yang ditemukan

pada saat pembinaan atau verifikasi di lapangan;

Khusus checklist GMP dan SSOP, apabila berdasarkan jenis

penanganan dan pengolahan ikan pada poin (4) dan unit pada poin

(5) terdapat klausul aspek teknis GMP dan SSOP yang tidak tersedia

atau tidak dapat dinilai, maka dapat diisi pada kolom keterangan

dengan tulisan: Tidak Ada atau NA (Not available);

Setelah checklist GMP dan SSOP selesai diisi, maka Pembina Mutu

Daerah mengisi hasil penilaian peringkat SKP dengan menghitung

jumlah temuan ketidaksesuaian nilai kritis, serius, mayor dan minor,

selanjutnya menentukan rangking SKP (A, B, atau C) atau UPI tidak

layak;

Berdasarkan temuan ketidaksesuaian sebagaimana poin (8),

Pembina Mutu Daerah harus memberikan saran pembaikan dan

meminta UPI untuk menyampaikan rencana tindak lanjut untuk

melakukan tindakan perbaikan,;

Tindakan perbaikan yang telah dilakukan UPI disampaikan kepada

Pembina Mutu Daerah dengan mengisi tindakan perbaikan pada

kuisioner SKP dengan melampirkan foto sebelum dan foto sesudah

perbaikan;

Apabila pembina mutu Daerah telah menerima tindakan perbaikan

UPI dan dinyatakan telah sesuai, maka Pembina Mutu Daerah

membuat rekomendasi kelayakan pengolahan yang akan disampikan

kepada Direktur Jenderal. Namun, apabila belum sesuai maka UPI

diminta melakukan perbaikan kembali;

Rekomendasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana poin (11)

termasuk didalamnya nilai hasil pemeringkatan SKP oleh Pembina

Mutu Daerah;



13. Berdasarkan rekomendasi kelayakan pengolahan sebagaimana
angka 12, Tim Teknis Sertifikasi Kelayakan Pengolahan melakukan
evaluasi atas hasil penilaian pemeringkatan Pembina Mutu Daerah;

14. Apabila hasil pemeringkatan SKP dinyatakan telah sesuai, maka SKP
direkomendasikan untuk diterbitkan oleh Direktur Jenderal PDSPKP
dengan peringkat SKP sesuai rekomendasi kelayakan pengolahan
Pembina Mutu Daerah;

15.Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dari hasil penilaian
pemeringkatan SKP serta ketidaksesuaian dalam penilaian aspek
teknis GMP dan SSOP oleh Pembina Mutu Daerah, maka dapat
ditugaskan Pembina Mutu Pusat untuk melakukan verifikasi
lapangan; dan

16. Berdasarkan verifikasi lapangan Pembina Mutu Pusat, maka
penentuan pemeringkatan SKP didasarkan atas hasil evaluasi

Pembina Mutu Pusat.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagran Ztikum, Kerja Sama,

Y,
>~ EstiBudiyarti
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Lampiran II :  Peraturan Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
Nomor 24 /PER-DJPDSPKP/2017

tentang Pemeringkatan
Sertifikat Kelayakan
Pengolahan

PENILAIAN PEMERINGKATAN UPI

Penilaian pemeringkatan UPI berdasarkan kuisioner supervisi SKP.
Kuisioner supervisi digunakan pada saat melakukan supervisi.
Supervisi merupakan kegiatan bimbingan dan penilaian untuk
memastikan bahwa metode, prosedur, dan sistem pembinaan telah
dilaksanakan sesuai dengan standar dan tata cara yang telah

ditentukan.

1) Kuisioner supervisi SKP terbagi atas 2 kategori yaitu:
(a) Kuisioner supervisi SKP bagi UPI skala menengah, besar; dan

(b) Kuisioner supervisi SKP bagi UPI skala mikro, kecil.

2) Kuisioner supervisi SKP berisi:
(a) Data umum UPI
(b) Checklist GMP dan SSOP
(c) Hasil penilaian peringkat SKP
(d) Saran perbaikan dan rencana tindak lanjut

(e) Tindakan perbaikan UPI



A. Kuisioner Supervisi SKP Bagi UPI Skala Menengah Besar

NAMA UPI :
PROVINSI :
TANGGAL :

KUISIONER SUPERVISI
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
UPI SKALA MENENGAH BESAR

&

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



1) Data Umum UPI

1

Nama UPI/Perusahaan

2 Alamat
Kantor Pusat
UPI/ Ruang Proses/Gudang
3 Jenis UPI a. UPI b. UPRLK c. UGPI d. UPIH e. Non - f. KPI
UPI
4 No.Telp/Fax/Email
Contact Person (Nama & HP)
5 Kelengkapan Dokumen a. SIUP/IUP/Izin Usaha | b. KTP, c. Akta d. Perjanjian Sewa- e. Manual GMP-
di bidang Perikanan NPWP, SPT Notaris Menyewa (jika ada) | SSOP
6 Produk
No Jenis Produk Jenis Alur Proses Tujuan Pemasaran Total Realisasi Asal Bahan Baku/Produk
Pengajuan Domestik / LN % Produksi per
(Baru/ (wilayah / Negara) Jenis Tangkap/ Wilayah/
Perpanjanga (ton/bln) Budidaya/ | Negara
n) Impor
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
7 SNI yang diterapkan |
8 Kapasitas Sarana dan Prasarana




No Jenis Alat Kapasitas
1 Gudang Beku Ton
2 ABF / IQF Ton
3 Retort / Seamer Ton
4 Gudang Penyimpanan (untuk produk RL kering) Ton
S Bak Pencuci (untuk produk karagenan) Ton
6 Lainnya Ton
9 | Jumlah Karyawan dan Penanggungjawab
Jumlah Karyawan Administrasi Pengolahan Penanggung Jawab Pendidikan Pelatihan / Sertifikat
Laki- Perempu Laki- Perempu
laki an laki an
a. Tenaga Asing a. UPI/Pabrik
(ada/tidak)
b. Tenaga Tetap b. Produksi
(ada/tidak)
c. Tenaga c. Mutu (QC)
Harian/Borongan (ada/tidak)
Jumlah
10 | Jumlah Hari Kerja | : | hari/bulan
11 | Asal Es Bentuk Es Penggunaan Es
a. Produksi sendiri dg kapasitas : ton a. Balok a. Penanganan c. Distribusi
b. Pembelian dari : b. Curai b. Penyimpanan d. Pengolahan
Sementara

12 | Bahan Penolong/ Tambahan : -

13 | Jenis/ Bahan Kemasan

a. Inner

| b. Master




Checklist GMP dan SSOP UPI Skala Menengah Besar

Keterangan:

a. Minor :

Penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau
dibiarkan secara terus-menerus akan berpotensi mempengaruhi
mutu pangan

b. Mayor

Penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi
mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan

c. Serius

Penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat
mempengaruhi keamanan pangan

d. Kritis

Penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan
segera mempengaruhi keamanan pangan

KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

My

Sr

Kr

Ket

KOMITMEN
MANAJEMEN

a

Manajemen

Mempunyai komitmen
yang kuat untuk
menerapkan persyaratan
dasar (memiliki dokumen
mutu dan memiliki tim
mutu)

II

LINGKUNGAN

Lokasi Area UPI

Lokasi sekitar area UPI
memadai untuk
melakukan pekerjaan;
dalam kondisi saniter
dan higienis; tidak
menjadi sumber
kontaminan; serta
dipelihara/ dijaga untuk
mencegah serangga,
tikus dan binatang

pengganggu lainnya

111

BANGUNAN

Pintu Masuk

Terbuat dari bahan yang
halus, kedap air, mudah
dibersihkan dan
didesinfeksi, didesain
membuka keluar atau
kesamping, dapat
ditutup dengan baik dan
selalu tertutup,
dilengkapi dengan alat
pencegah serangga,
pintu ditambah dengan
tirai plastik




KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

b

Lantai

Permukaan lantai halus;
tanpa retak; mudah
dibersihkan dan
didesinfeksi; terbuat dari
bahan yang kedap air;
tahan garam, asam,
basa, dan bahan kimia
lainnya; tidak mudah
pecah; dan dikonstruksi
untuk mencegah adanya
genangan air

Dinding

Permukaan dinding
kedap air, tidak mudah
mengelupas, halus, rata,
tanpa retak, tidak
beracun, mudah
dibersihkan dan
didesinfeksi, pertemuan
antara lantai dan dinding
serta dinding dan
dinding mudah
dibersihkan

Langit-langit/atap
Didesain untuk
mencegah akumulasi
kotoran, kondensasi,
pertumbuhan jamur dan
pengelupasan, bebas
dari retak dan celah,
permukaan halus,
mudah dibersihkan,
berwarna terang

Jendela dan bagian yang
dapat dibuka

Didesain untuk
mencegah akumulasi
kotoran/debu, dilengkapi
dengan kasa pencegah
masuknya serangga dan
mudah dibersihkan

Ventilasi*

Ventilasi mencukupi
untuk sirkulasi udara,
mencegah kondensasi
dan mampu mencegah




KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

masuknya kontaminan
ke dalam ruang proses,
udara mengalir dengan
baik dari area bersih ke
area kotor, mudah
dirawat dan dibersihkan

g| Penerangan*

Penerangan memadai
dan lampu di ruang
proses dilengkapi dengan
pelindung yang aman

h| Saluran Pembuangan
Saluran pembuangan
dikonstruksi untuk
mencegah kontaminasi
dan mengalir dari tempat
bersih ke tempat kotor
serta memadai dan
bersih untuk
mengalirkan kotoran
(limbah cair)

i | Tempat Penyimpanan
Bahan Kimia

Tersedia tempat
penyimpanan bahan
kimia yang memadai,
terpisah, tertutup, dan
disertai dengan tanda
peringatan

v

PENATAAN DAN
PEMELIHARAAN
ALAT

a| Penataan dan
Penempatan Alat
Ditata untuk mencegah
kontaminasi, menjamin
kelancaran proses,
rancang bangun,
konstruksi dan
penempatan peralatan
menjamin sanitasi dan
dapat dibersihkan secara
efektif

b| Pembersihan dan
Disinfeksi

Frekuensi pembersihan
dan disinfektan dapat
mencegah resiko
kontaminasi




KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

PENERIMAAN
BAHAN BAKU/
PENOLONG/
TAMBAHAN

a

Persyaratan dan
Pemakaian Bahan
Persyaratan bahan
sesuai dengan standar,
pemakaian bahan sesuai
dengan persyaratan,
tidak membahayakan
kesehatan

Penerimaan Bahan
Dilakukan dengan cepat,
saniter, terlindung dan
mencegah kontaminasi;
bahan yang diterima
didokumentasikan dan
dimonitor

VI

BAHAN
PEMBUNGKUS
DAN PENGEMAS

Bahan Pembungkus dan
Pengemas

Tidak menjadi sumber
kontaminan, tidak
mempengaruhi
karakteristik produk,
dapat melindungi
produk, tidak digunakan
ulang, dan pengemasan
dilakukan pada kondisi
higienis untuk
menghindari
kontaminasi

VII

PENYIMPANAN
PRODUK (Sesuai
Perlakuan)

Suhu Penanganan
Produk Segar, Mentah
dan Masak yang
Didinginkan
Dipertahankan pada
suhu mendekati titik
leleh es (0°C)

Suhu Penyimpanan
Produk Beku

Disimpan pada suhu
sekurang-kurangnya -18
°C atau lebih rendah,
dilengkapi dengan alat
pencatat suhu yang
mudah dibaca

Suhu Penyimpanan Ikan
Kaleng Pasteurisasi
Disimpan pada suhu
maksimal 5°C




KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

Suhu Penyimpanan Ikan
Kaleng Sterilisasi
Disimpan pada suhu
yang tidak berpengaruh
buruk terhadap
keamanan pangan

d| Suhu dan Cara
Penyimpanan Ikan Hidup
Disimpan pada suhu
yang tidak berpengaruh
buruk terhadap
kelangsungan hidupnya
atau keamanan pangan

e | Cara Penyimpanan
Produk Lainnya
Disimpan pada suhu
yang tidak berpengaruh
buruk terhadap
kelangsungan hidupnya
atau keamanan pangan

VII

AIR

a| Persyaratan Air*
Memenuhi persyaratan
kualitas air minum,
tersedia air panas untuk
pembersihan alat apabila
memungkinkan, pasokan
dan tekanan air cukup

b| Saluran Pipa Air
Dirancang agar tidak
terjadi kontaminasi
silang dengan air kotor,
penandaan yang jelas
antar pipa-pipa air
minum dan bukan air
minum

c| Penggunaan Air Laut*
Sesuai persyaratan

IX

ES

a| Es

Terbuat dari air yang
memenuhi persyaratan;
terlindung dari
kontaminasi selama
produksi, penanganan
dan penyimpanan; tidak
digunakan ulang dalam
proses
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN
YANG KONTAK
DENGAN PRODUK

a

Bahan dan Desain
Terbuat dari bahan yang
tahan karat, mudah
dibersihkan dan tidak
menyebabkan
kontaminasi, dipisahkan
antara pemakaian untuk
bahan baku dan produk,
didesain sehingga air
dapat mengalir dengan
baik

Tanda

Peralatan dan
perlengkapan diberi
tanda untuk setiap area
kerja yang berbeda yang
berpotensi menimbulkan
kontaminasi silang

XI

FASILITAS
PENCUCIAN
PRODUK

Desain dan Kebersihan
Fasilitas Pencucian
Didesain sesuai dengan
metode pencucian untuk
mencegah kontaminasi,
dirawat dan dijaga
kebersihannya

Pasokan Air Pencucian
Jumlah pasokan air
panas dan air dingin
cukup untuk memenuhi
kebutuhan proses
pencucian

XII

KONSTRUKSI DAN
TATA LETAK
ALUR PROSES

Konstruksi Unit
Pengolahan Tkan
Didesain
mampu

sehingga
mencegah
masuknya sumber
kontaminasi,  binatang

pengganggu, dan
akumulasi kotoran

Tata Letak dan Alur
Proses UPI*

Didesain untuk
mencegah  kontaminasi
dan menjamin
kelancaran proses
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

C

Ruangan Unit Proses
Tersedia ruangan yang
memadai untuk
melakukan proses

XII

KEBERSIHAN
RUANGAN DAN
PERALATAN
PENGOLAHAN

Kondisi
Pengolahan
Bersih dan saniter

Ruang

Ketersediaan Peralatan
Kebersihan

Tersedia dalam jumlah
yang memadai

Kondisi Peralatan
Pengolahan
Terawat, bersih dan

saniter

XI

FASILITAS
KARYAWAN

Bak Cuci Kaki

Pintu masuk ke ruang
pengolahan dilengkapi
dengan bak cuci kaki
yang memadai dan
didesinfeksi

Tempat Cuci Tangan
Pintu masuk ke ruang
pengolahan dan di dalam
ruang pengolahan
tersedia tempat cuci
tangan dengan jumlah
yang cukup, kran air
tidak dioperasikan
dengan tangan

Ruang Ganti Pakaian
Karyawan

Tersedia dengan jumlah
yang memadai, selalu
dalam keadaan bersih

Loker Tempat
Penyimpanan Barang
Karyawan

Tersedia dalam jumlah
yang cukup

Toilet *

Toilet jumlahnya sesuai
dengan jumlah karyawan
dan semuanya berfungsi
dengan baik dan tidak
berhubungan langsung
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

dengan ruang
penanganan dan
pengolahan ikan

1 - 9 orang = 1 Toilet

10 - 24 orang = 2 Toilet
25 - 49 orang = 3 Toilet
S50 - 100 orang = 5 toilet
Setiap penambahan 30
pekerja dari 100 pekerja
ditambah 1 (satu) toilet

f | Perlengkapan Sanitasi
Toilet

Dilengkapi dengan
sabun, desinfektan dan
pengering tangan yang
higienis, dilengkapi
dengan sistem
penyiraman air (water
flushing system) yang
berfungsi dengan baik

g| Ventilasi Toilet
Ada dan memadai

h| Tanda Peringatan Bagi
Karyawan Tentang Tata
Cara Melakukan
Pengolahan Yang Baik
Ada dan memadai,
seperti dilarang merokok,
dilarang meludah,
dilarang buang sampah
sembarang, dll

XV

BAHAN KIMIA
DAN BAHAN
BERBAHAYA

a| Pemberian Label dan
Penyimpanan Bahan
Kimia dan Bahan
Berbahaya

Diberi label yang jelas
dan disimpan secara
terpisah dalam wadah
yang sama

b| Penggunaan Bahan
Kimia dan Bahan
Berbahaya

Bahan kimia yang
diizinkan dan
penggunaannya sesuai
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

dengan metode yang
dipersyaratkan, serta
dilengkapi dengan tanda
(label) yang
dipersyaratkan

XV

LIMBAH PADAT
DAN LIMBAH
LAINNYA

a| Penanganan Limbah
Ditampung dan
ditangani segera selama
proses pengolahan,
ditangani dengan saniter

b| Tempat Penampungan
Limbah

Tempat limbah
ditempatkan pada wadah
yang tertutup atau
sistem lain yang sesuai,
mudah didesinfeksi,
terawat dan bersih

XV
II

PENGEMASAN
DAN PELABELAN

a| Cara Pengemasan
Dilakukan secara cepat,
cermat dan saniter

b| Penyimpanan Bahan
Pengemas

Di gudang tersendiri dan
terlindung dari debu dan
kontaminasi, dan gudang
dalam keadaan kering

c| Pemberian Label Pada
Kemasan

Kemasan produk diberi
label atau keterangan
yang menunjukkan
ringkasan atau deskripsi
produk, jenis produk,
tahun, bulan dan tanggal
produksi, negara asal

d| Bahan Pembuat
Kemasan dan Label
Food grade

XV
III

KEBERSIHAN
DAN KESEHATAN
KARYAWAN

a| Pakaian Kerja Karyawan
Memadai, terpelihara,
lengkap dan bersih serta
tidak diperbolehkan
menggunakan kosmetik,
perhiasan dan alat
elektronik
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

Mn

Sr

Kr

Ket

b

Tingkat Kebersihan
Karyawan
Kebersihan personal
karyawan terpelihara
dengan baik

Kesehatan Karyawan
Karyawan yang sakit dan
berpotensi menularkan
penyakit tidak
diperbolehkan masuk
kerja

XI | PENINGKATAN
X | KEMAMPUAN/
KETERAMPILAN
SDM

Pelatihan Karyawan
Program pelatihan yang
terjadwal

PENGENDALIAN
BINATANG
PENGGANGGU

Fasilitas Pengendalian
Binantang Pengganggu
Tersedia fasilitas
pengendalian serangga,
tikus, hewan peliharaan,
dan binatang lainnya,
fasilitas pengendalian
binatang pengganggu
berfungsi dengan efektif

INSTALASI
I | PENGOLAHAN AIR
LIMBAH (IPAL)

Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
Memiliki fasilitas IPAL

Keterangan: * Kritis
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3) Hasil Penilaian Peringkat SKP

1. KETIDAKSESUAIAN

a. Minor

b. Mayor

c. Serius

d. Kritis

2. PERINGKAT (RANGKING) 1. A (Baik Sekali)
2. B (Baik)
3. C (Cukup)
4. Gagal
MENGETAHUI
PENANGGUNG JAWAB UPI | ... ) e
PEMBINA MUTU

Keterangan
TINGKAT JUMLAH PENYIMPANGAN
(RATING) Minor Mayor Serius Kritis
A = Baik 6 0-5 0 0
sekali
B* = Baik >7 6-10 1-2 0
C = Cukup NA 211 3-4 0
D = Gagal NA NA 25 1

Catatan: *) jumlah penyimpangan Mayor dan Minor tidak lebih dari 10
NA = Not Applicable
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4) Saran Perbaikan
SARAN PERBAIKAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
RENCANA TINDAK
NO | KLAUSUL SARAN PERBAIKAN LANJUT
(waktu / tanggal
penyelesaian)
No | Tim Pembina | Tanda Email :
Mutu Tangan skp.pdspkp@gmail.com (Stempel
cc Perusahaan)
Telp : (021) 3513326 Nama Manajemen
UPI

Fax : (021) 3500187




-17 -

5) Tindakan Perbaikan UPI

Nama UPI N
Alamat L s
Tindakan Perbaikan Verifikasi
No | Saran Perbaikan Foto sebelum Foto Sesudah Pembina
Perbaikan Perbaikan Mutu

................ P RN

.(Stempel Perusahaan)

Nama Manajemen UPI
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B. Kuisioner Supervisi SKP Bagi UPI Skala Mikro Kecil

NAMA UPI :
PROVINSI :
TANGGAL :

KUISIONER SUPERVISI
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
UPI SKALA MIKRO KECIL

S

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



1)
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Data Umum UPI
1 | Nama UPI/Perusahaan |
Alamat
Kantor Pusat
UPI/ Ruang Proses/Gudang
3 | Jenis UPI a. UPI b. UPRLK c. UGPI d. UPIH e. Non - f. KPI
UPI
4 | No.Telp/Fax/Email
Contact Person (Nama & HP)
S | Kelengkapan Dokumen a. SIUP/IUP/Izin Usaha di | b. KTP, c. Akta Notaris | d. Perjanjian Sewa- | e. Manual
bidang Perikanan NPWP, SPT Menyewa (jika GMP-SSOP
ada)
6 | Produk
No Jenis Produk Jenis Alur Proses Tujuan Pemasaran Total Realisasi Asal Bahan Baku/Produk
Pengajuan Domestik / LN % Produksi per
(Baru/ (wilayah / Negara) Jenis
Perpanjangan) (ton/bln)
Tangkap/ Wilayah/
Budidaya/Impor Negara
Terlampir
Terlampir
Terlampir

Terlampir
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7 | SNI yang diterapkan

8 | Kapasitas Sarana dan Prasarana

No Jenis Alat Kapasitas
1 Gudang Beku Ton
2 ABF / IQF Ton
3 Retort / Seamer Ton
4 Gudang Penyimpanan (untuk produk RL kering) Ton
5 Bak Pencuci (untuk produk karagenan) Ton
6 Lainnya Ton

9 [ Jumlah Karyawan dan Penanggungjawab

Jumlah Karyawan Administrasi Pengolahan Penanggung Jawab Pendidikan Pelatihan / Sertifikat
Laki- Perempu Laki- Perempu
laki an laki an

a. Tenaga Asing a. UPI/Pabrik

(ada/tidak)
b. Tenaga Tetap b. Produksi
(ada/tidak)

c. Tenaga c. Mutu (QC)

Harian/Borongan (ada/tidak)

Jumlah

10 | Jumlah Hari Kerja | : | hari/bulan

11 | Asal Es Bentuk Es Penggunaan Es

a. Produksi sendiri dg kapasitas : ton a. Balok a. Penanganan c. Distribusi
b. Pembelian dari : b. Curai b. Penyimpanan d. Pengolahan
Sementara
12 | Bahan Penolong/ Tambahan -
13 | Jenis/ Bahan Kemasan a. Inner | b. Master
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Checklist GMP dan SSOP UPI Skala Mikro Kecil

Keterangan:

a. Minor : Penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi
atau dibiarkan secara terus-menerus akan Dberpotensi
mempengaruhi mutu pangan

b. Mayor Penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi
mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan

c. Serius Penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi
dapat mempengaruhi keamanan pangan

d. Kritis Penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi
akan segera mempengaruhi keamanan pangan

KLAUSUL ASPEK KELAYAKAN DASAR OK | Mn | My | Sr | Kr | Ket

I | KOMITMEN a | Manajemen

MANAJEMEN Mempunyai komitmen yang X X

kuat untuk menerapkan
persyaratan dasar, memiliki
dokumen mutu dan tim
mutu

II LINGKUNGAN a | Lokasi Area UPI

Lokasi area UPI saniter X X
dan higienis, tidak menjadi
sumber kontaminan serta
terpisah dari tempat
tinggal

III | BANGUNAN UPI | a | Pintu

Terbuat dari bahan yang X
halus dan kedap air

b | Lantai

Permukaan halus, tanpa
retak, tidak menimbulkan
genangan air

¢ | Dinding

Kedap air, tidak mudah
mengelupas, rata, tanpa X X
retak, tidak berjamur dan
mudah dibersihkan

d | Langit-langit/Atap
Didesain bebas dari retak
dan celah, tidak mudah
rontok, mudah
dibersihkan, berwarna
terang
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

My

Sr

Ket

Jendela/Bagian yang
Dapat Dibuka

Dapat mencegah
masuknya debu dan
mudah dibersihkan

Ventilasi

Sirkulasi udara cukup
untuk mencegah
kondensasi, kelembaban
dan masuknya
kontaminan ke dalam
ruang proses, mudah
dirawat dan dibersihkan

Penerangan

Kondisi ruangan cukup
terang dan lampu
dilengkapi dengan
pelindung yang aman

v

PENATAAN DAN
PEMELIHARAAN

Penataan dan Penempatan
Alat

Mencegah kontaminasi
silang, menjamin
kelancaran proses
pengolahan dan sanitasi
alat

Pembersihan dan
Disinfeksi

Terjadwal secara berkala
(sebelum, selama dan
setelah operasional)

BAHAN BAKU/
TAMBAHAN/
PENGEMAS

Persyaratan dan
Penggunaan Bahan Baku
dan Tambahan

Sesuai standar kesehatan
dan keamanan

Penerimaan Bahan Baku
Dilakukan dengan cepat,
saniter, terlindung dan
mencegah kontaminasi;
didokumentasikan dan
dimonitor

Bahan Pengemas,
Pembungkus, dan Label
Food grade, melindungi
produk, higienis dan tidak
mengkontaminasi produk
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

My

Sr

Ket

VI

PENYIMPANAN
PRODUK
(SESUAI
PERLAKUAN)

a

Suhu Penanganan Produk
Segar, Mentah dan Masak
yang Didinginkan
Memiliki tempat
penyimpanan sesuai
karakteristik produk

Suhu Penyimpanan Produk
Beku

Memiliki tempat
penyimpanan sesuai
karakteristik produk

Suhu Penyimpanan Produk
Sterilisasi

Memiliki tempat
penyimpanan sesuai
karakteristik produk

Suhu Penyimpanan Produk
Pasteurisasi

Memiliki tempat
penyimpanan sesuai
karakteristik produk (0 —
4°C)

Cara Penyimpanan Produk
Lainnya

Disimpan pada suhu yang
tidak berpengaruh buruk
terhadap keamanan
pangan

VII

IPAL

IPAL
Memiliki IPAL

VIII

AIR DAN ES

Persyaratan air

Tersedia potable water/ air
bersih, tidak berbau, tidak
berwarna dan tidak berasa
(dilakukan pengujian oleh

laboratorium)

Saluran Pipa Air
Dirancang agar tidak
terjadi kontaminasi silang
dengan air kotor.

Penggunaan Air Laut
Sesuai persyaratan

Es
Terbuat dari air yang
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

My

Sr

Ket

bersih terlindung dari
kontaminasi selama
produksi, penanganan dan
penyimpanan; tidak
digunakan ulang dalam
proses

VIII

PERALATAN
DAN
PERLENGKAPAN
YANG KONTAK
DENGAN
PRODUK

Bahan dan Desain

Tidak berkarat, mudah
dibersihkan dan tidak
menyebabkan
kontaminasi, didesain agar
air mudah mengalir

Tanda dan Penggunaan
Alat

Peralatan diberi tanda
untuk setiap area kerja
yang berbeda, dan
dipisahkan antara
pemakaian untuk bahan
baku dan produk

IX

FASILITAS
PENCUCIAN

Desain dan Fasilitas
Pencucian

Sesuai dengan metode
pencucian untuk
mencegah kontaminasi,
dirawat dan dijaga
kebersihannya

Pasokan Air Pencucian
Jumlah pasokan air
cukup untuk memenuhi
kebutuhan proses
pencucian

KONSTRUKSI
DAN TATA
LETAK ALUR
PROSES

Konstruksi UPI

Didesain sehingga mampu
mencegah masuknya
sumber kontaminasi,
binatang pengganggu, dan
akumulasi kotoran

Tata Letak dan Alur
Proses UPI

Didesain untuk mencegah
kontaminasi silang dan
menjamin kelancaran
proses
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

My

Sr

Ket

¢ | Ruangan Unit Proses
Tersedia ruangan yang
memadai untuk
melakukan proses.

XI

KEBERSIHAN
RUANGAN DAN
PERALATAN
PENGOLAHAN

a | Kondisi ruang dan
peralatan pengolahan
Terawat, bersih dan
saniter.

b | Ketersediaan Peralatan
Kebersihan

Tersedia dalam jumlah
yang memadai.

XII

FASILITAS
KARYAWAN

a | Bak Cuci Kaki

Tersedia, untuk produk
yang menurut jenis
olahannya tidak sesuai
menggunakan bak cuci
kaki, dapat diganti dengan
alas kaki yang khusus
digunakan di ruang
pengolahan

b | Tempat Cuci Tangan
Tersedia tempat cuci
tangan yang memadai

¢ | Ruang Ganti Pakaian
Karyawan

Ada di luar area
pengolahan dan dilengkapi
dengan loker

d | Toilet

Jumlah toilet memadai
untuk jumlah karyawan
yang ada dan semuanya
berfungsi dengan baik dan
tidak berhubungan
langsung dengan ruang
penanganan dan
pengolahan ikan termasuk
ventilasi

e | Perlengkapan Sanitasi
Toilet

Dilengkapi dengan sabun,
desinfektan.
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KLAUSUL

ASPEK KELAYAKAN DASAR

OK

My

Sr

Ket

f | Tanda Peringatan Bagi
Karyawan Tentang Cara
Melakukan Pengolahan
yang Baik

Ada dan memadai, seperti
dilarang merokok, dilarang
meludah, dilarang buang
sampah sembarang, dll.

XIII

BAHAN KIMIA
DAN BAHAN
BERBAHAYA

a | Pemberian Label dan
Penyimpan Bahan Kimia
Berbahaya

Diberi label yang jelas dan
disimpan secara terpisah
dalam wadah khusus

b | Penggunaan Bahan Kimia
dan Bahan Berbahaya
Bahan kimia yang
diizinkan dan
penggunaannya sesuai
dengan metode yang
dipersyaratkan, serta
dilengkapi dengan tanda
khusus.

XIv

LIMBAH PADAT
DAN LIMBAH
LAINNYA

a | Penanganan limbah
Ditampung dan ditangani
segera

b | Tempat penampungan
limbah

Limbah ditempatkan pada
wadah yang tertutup,
mudah didesinfeksi,
terawat dan bersih

XV

PENGEMASAN
DAN
PELABELAN

a | Cara Pengemasan
Dilakukan secara cepat,
cermat dan saniter

b | Penyimpanan Bahan
Pengemas

Disimpan dalam tempat
terpisah dan tidak
mengkontaminasi produk

c | Pemberian Label Pada
Kemasan

Kemasan produk diberi
label atau keterangan yang
menunjukkan ringkasan
atau deskripsi produk:
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KLAUSUL ASPEK KELAYAKAN DASAR OK | Mn | My | Sr | Kr | Ket
jenis produk; tahun, bulan
dan tanggal produksi
XVI | KEBERSIHAN Pakaian Kerja dan X
DAN Kebersihan Karyawan
KESEHATAN Pakaian kerja tersedia dan
KARYAWAN kebersihan karyawan
terpelihara dengan baik
Kesehatan Karyawan X
Karyawan yang sakit dan
berpotensi menularkan
penyakit tidak
diperbolehkan masuk kerja
XVII | PENINGKATAN Program Pelatihan
KEMAMPUAN / Ada program peningkatan X
KETRAMPILAN kemampuan/ ketrampilan
karyawan
XVII | PENGENDALIAN Fasilitas Pengendalian
I | BINATANG Binatang Pengganggu X
PENGGANGGU Tersedia fasilitas
pengendalian serangga dan
binatang pengganggu
lainnya.

Keterangan: * kritis

Hasil Penilaian Peringkat SKP

1. KETIDAKSESUAIAN

a. Minor

b. Mayor

c. Serius

d. Kritis

2. PERINGKAT (RANGKING)

1. A (Baik Sekali)
2. B (Baik)

3. C (Cukup)

4. Gagal

MENGETAHUI
PENANGGUNG JAWAB UPI
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Keterangan:
TINGKAT JUMLAH PENYIMPANGAN
(RATING) Minor Mayor Serius Kritis
A = Baik 6 0-5 0 0
sekali
B* = Baik >7 6-10 1-2 0
C = Cukup NA >11 3-4 0
D = Gagal NA NA 25 1

Catatan: *) jumlah penyimpangan Mayor dan Minor tidak lebih dari 10
NA = Not Applicable
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4) Saran Perbaikan
SARAN PERBAIKAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
RENCANA TINDAK
NO | KLAUSUL SARAN PERBAIKAN LANJUT
(waktu / tanggal
penyelesaian)
No | Tim Pembina | Tanda Email :
Mutu Tangan | | skp.pdspkp@gmail.com (Stempel
Perusahaan)

CcC :

Telp : (021) 3513326
Fax : (021) 3500187

Nama Manajemen UPI




5) Tindakan Perbaikan UPI
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Nama UPL i
Alamat s
Tindakan Perbaikan Verifikasi
No | Saran Perbaikan Foto sebelum Foto Sesudah Pembina
Perbaikan Perbaikan Mutu

................. P R R TR

(Stempel Perusahaan)

Nama Manajemen UPI

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Sahnaﬂ Q"eSLkal dengan aslinya
Kepala Baglan Hjukum Kerja Sama,

S dan Humas

ar ‘E’stt Bud1yart1




